


 

I. PENDAHULUAN 

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 

Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu, 

tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 

2024, dibuka pukul 15.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. 

Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN RAPAT 

Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:  

 

1. Pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional 

tahun 2024 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak ada sengketa Perselisihan 

Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan berdasarkan hasil 

Putusan/Ketetapan Dismissal MK RI serta telah ditetapkan oleh KPUD dan 

sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden 

RI/Menteri Dalam Negeri RI akan dilaksanakan Pelantikan Serentak oleh 

Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali bagi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kepala daerah di 

Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  

 

2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 

2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di 

Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum tetap, dengan mempertimbangkan prinsip 

pelantikan secepatnya dan prinsip keserentakan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 
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3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden 

Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden.  Nomor 80 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Jadwal dan Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.  

 
4. Terhadap agenda Evaluasi Pemilihan Nasional serentak tahun 2024, akan 

diadakan pendalaman lebih lanjut dengan menyesuaikan jadwal agenda Komisi 

II DPR RI berikutnya. 

 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 20.10 WIB. 

 

 
Jakarta, 30 Januari 2025 

 


